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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pelayanan Administrasi pada Kantor
Kelurahan KapuasKiri Hilir Kabupaten Sintang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan kegunaan
dari penelitianini diharapkan dapat memperkayakhasanah kajian tentang Kinerja Pemerintah Kelurahan,
sertadiharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mewujudkan
pel ayanan Pemerintah K elurahan yang baik, yang memenuhi aspirasi ,tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Hasil penelitianini mengenai kualitas pelayanan publik padaK antor K elurahan KapuasKiri Hilir Kabupaten
Sintang berdasarkan penelitian dengan menggunakan indikator standar prosedur pel ayanan sudah sesuai
dengan kebijakan penyelenggaraan administrasi terpadu. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan
indikator kompetensi petugas pelayanan perlu adanya peningkatan kualitas khususnya kompetensi dalam
pengaplikasian IT. Berdasarkan dengan menggunakan indikator sarana dan prasarana pelayanan perlu
adanya kebijakan dengan pengadaan fasilitas sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan
kegiatan pel ayanan. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwakualitas pelayanan
publik dalam bidang pel ayanan administras kependudukan di Kantor Kelurahan KapuasKiri Hilir Kabupaten
Sintang sudah cukup baik, untuk itu tentunya perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan dalam
penyel enggaraan pemerintahan.

KataKunci : Pelayanan, Administrasi, Pemerintah Kelurahan

Pelayanan publik yang dilaksanakanoleh ~ dan kewajiban aparatur negara sebagai abdi
aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat ~ masyarakat.
merupakan keterlibatan dari fungs aparatur sebagai
pelayan masyarakat. Tugas utama dari aparatur Pemerintah Kelurahan sebagai wilayah
pemerintah adalah untuk melayani masyarakat, ~ administrasi publik yang merupakan ujung tombak
maka baik ataupun buruknya pelayanan yang pemerintahan, berkewajiban memenuhi kebutuhan
diberikan aparatur merupakan gambaran kinerja  dan hak bagi setiap warga negara dalam bentuk

individu yang akan menentukan baik buruknya  layanan sipil yang tersedia hanya di kantor
kinerjaorganisasi secarakeseluruhan. pemerintahan. Pada kenyataanyaunit kerjatersebut

masi h belum maksimal dalam mel aksanakan tugas

Pelayanan yang baik tidak terlepas dari dan fungsinya terutama dalam memberikan
peran pemberi |ayanan yaitu aparatur pemerintah.  Pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitan
Penyel enggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai  Pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur
aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kelurahan merupakan pelaksanaan sistem
publik yang baik kepadamasyarakat dituntut untuk ~ aministrasi pemerintahan melalui penyempurnaan
memiliki sumber daya yang memadai, sikap ~ Sistemadministrasi yang baik, tertib, sertateratur
aparatur pemerintah yang berdampak padakualitas ~ yang sesuai dengan aturan yang berlaku,
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat  diharapkan pelayanan publik dapat berjalan dengan
penggunajasalayanan. Dalam kontekspelayanan  €fisien dan efektif.
publik, pelayanan yang diberikan oleh aparatur
pelayanan adalah untuk mempermudah urusan Menurut Moenir (2010:27) pelayanan
publik dengan memberikan pelayanan yang tidak adalah “‘aktivitas yang dilakukan seseorang atau
berbelit-belit dengan prosedur yang panjang,  Sekelompok orang dengan landasan faktor material
mendahul ukan kepentingan umum, mempersingkat ~ Melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam
waktu pelaksanaan urusan publik, dan memberikan ~ rangka memenuhi kebutuhan orang lain sesua
kepuasan kepada masyarakat. Pelayanan publik ~ dengan haknya”.
padahakikatnyaadal ah pemberian pel ayanan prima Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun
kepada masyarakat yang merupakan perwujudan 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1)
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disebutkan bahwa “Pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang undangan bagisetiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik™.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik IndonesiaNomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan pada Pasal 3 mengemukakan bahwa
K elurahan sebagai mana dimaksud dipimpin oleh
Lurah yang beradadi bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Dalam
mel aksanakan tugas pokok sebagai manadimaksud
dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas: 1)
Pel aksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 2)
Pemberdayaan masyarakat; 3) Pelayanan
masyarakat; 4) Penyel enggaraan ketentraman dan
ketertiban umum; 5) Pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum; dan 6) Pembinaan
lembagakemasyarakatan.

Menurut Hardiansyah (2011:23) jenis
pelayanan umum atau publik yang diberikan
pemerintah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
1) Pelayanan administrative; Pelayanan berupa
penyediaan berbagai bentuk dokumen yang
diperlukan oleh publik, misalnya: Pembuatan Kartu
Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta
Kelahiran, Akta Kematian, Buku Kepemilikan
K endaraan Bermotor (BPKB), Surat TandaNomor
Kendaraan (STNK), 1zin Mendirikan Bangunan
(IMB), Paspor, dan sebagainya. 2) Pelayanan
Barang; Pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk/jenisbarang yang menjadi kebutuhan publik,
misalnya: jaringan telepon, penyediaan tenaga
listrik, penyediaan air bersih. 3) Pelayanan Jasa;
Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa
yang dibutuhkan publik, misalnya: Pendidikan
tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan,
penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi
lingkungan, persampahan, penanggulangan
bencanan, pelayanan sosial.

Menurut Sinambela (2006:12) menyatakan
bahwa “filosofi penting dari perilaku birokrasi
adalah perbaikan dan peningkatan kompetensi
aparatur. Kompetensi aparatur ditentukan oleh
pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan
penguasan kerjayang menjadikan aparatur mampu
mengembangkan perilaku birokrasi yang baik,
sedangkan kompetensi aparatur yang memiliki
pengetahuan yang rendah, tidak terampil, tidak
berpengalaman dan tidak cakap mempengaruhi

seseorang sulit mengembangkan perilaku
birokrasinya”.

Menurut Pasolong (2008:33) “Kompetensi
berasal dari kata competent yang berarti mampu
sepadan dengan kata ability atau kemampuan.
Kompetensi ini berkaitan dengan potensi yang
dimiliki individu sumber daya manusia dalam
berperilaku dan bertindak untuk mencapai
tujuannya”.

Menurut Nurcholis (2007:17) “pemahaman
mengenai kompetensi individu mempunyai
keterkaitan dengan teori kerja, menjelaskan bahwa
setiap pekerjaan memerlukan orang-orang yang
berkompetensi dibidangnya. Artinya, antara
aktivitas kerja dan kompetensi menjadi satu
kesatuan dalam menghasilkan penilaian tentang
pekerjaan”.

Menurut Dwiyanto (2005:51) “Pelayanan
publik yang profesional, artinyapelayanan publik
yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan
responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur
pemerintah)”. Dengan ciri sebagai berikut : 1)
Efektif, |ebih mengutamakan pada pencapai an apa
yang menjadi tujuan dan sasaran; 2) Sederhana,
mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan
diselenggarakan secara mudah,cepat, tepat, tidak
berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah
dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta
pelayanan; 3) K gjel asan dan kepastian (transparan),
mengandung akan arti adanya kejelasan dan
kepastian; 4) Keterbukaan, mengandung arti
prosedur atau tata cara persyaratan, satuan kerja/
pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan,
waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif sertahal-
hal 1ain yang berkaitan dengan proses pelayanan
wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah
diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik
diminta maupun tidak diminta; 5) Efisiensi; 6)
Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti
pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan; 7) Responsif, lebih mengarah padadaya
tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi
masal ah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang
dilayani; 8) Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap
apayang menjadi tuntutan, keinginan dan aspiras
masyarakat yang dilayani yang senantiasa
mengalami tumbuh kembang.

Selanjutnya menurut Moenir (2010:61)
mengatakan bahwa bentuk pel ayanan terdapat dua
macam, yaitu: 1) Pelayanan Dengan Lisan;
Pelayanan dengan lisanini dilakukan oleh petugas-
petugas bidang hubungan masyarakat (Humas),
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bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain
yang tugasnya memberikan penjelasan atau
keterangan kepadamasyarakat mengenai berbagai
fasilitaslayanan yang tersedia. Agar layanan lisan
berhasi| sesuai dengan yang diharapkan, adasyarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh pel aku pelayanan
yaitu: a. Memahami benar masal ah-masalah yang
termaksud dalam bidang tugasnya. b. Mampu
memberikan penjelasan apa-apa saja yang perlu
dengan lancar singkat tetapi cukup jelas sehingga
memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh
penj el asan mengenai suatuinformasi. ¢. Bertingkah
|aku sopan dan ramah tamah. Meski dalam keadaan
sepi tidak berbincang dan bercanda dengan sesama
pegawai, karenamenimbulkan kesantidak disiplin
dan melalaikan tugas. 2) Pelayanan Melalui
Tulisan; Dalam bentuk tulisan layanan yang
diberikan dapat berupa pemberian penjelasan
kepada masyarakat dengan penerangannyaberupa
tulisan suatu informasi mengenai hal atau masalah
yang sering terjadi. Pelayanan melalui tulisan
terdiri dari tiga macam, yaitu: a. Layanan yang
berupa petunjuk, informasi dan sejenis yang
ditunj ukkan padaorang-orang yang berkepentingan,
agar memudahkan merekadalam berurusan dengan
instansi atau lembaga. b. Pelayanan berupareaksi
tertulis atau permohonan, laporan, keluhan,
pemberitahuan dan lain sebagainya. c. Pelayanan
dalam bentuk perbuatan adalah pelayanan yang
diberikan dalam bentuk perbuatan atau hasil
perbuatan, bukan sekedar kesanggupan dan
penjelasan secara lisan.

Menurut Sedarmayanti (2011:83) terdapat
beberapa prinsip pokok yang harus dipahami oleh
aparat birokras publik, makapring p-prinsip dalam
pelayanan publik antara lain: 1) Prinsip
Aksestabilitas, dimanasetiap jenispelayanan harus
dapat dijangkau secara mudah oleh setiap
penggunapelayanan (misal: masaah tempat, jarak
dan prosedur pelayanan), 2) Prinsip Kontinuitas,
yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara
terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan
kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku
bagi proses pelayanan tersebut. 3) Prinsip
Teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan
proses pelayanannya harus ditangani oleh aparat
yang benar-benar memahami secara teknis
pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan,
ketepatan dan kemantapan sistem, prosedur dan
instrumen pelayanan. 4) Prinsip Profitabilitas, yaitu
bahwa proses pel ayanan pada akhirnya haru dapat
dilaksanakan secara efektif dan efesien serta
memberikan keuntungan ekonomisdan sosia baik
bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas. 5)
Prinsip Akuntabilitas, yaitu bahwa proses, produk

dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus
dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat
karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya
mempunyai tugas memberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam pasal
1 butir (1) disebutkan bahwa “Pelayanan publik
adalahkegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warganegara danpenduduk atas barang, jasa, dan/
atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik”.

Menurut Monier (2010:67) Sarana
pelayanan diartikan yaitu “segala jenis peralatan,
perlengkapan kerjadan fasilitaslain yang berfungs
sebagai aat utama atau pembantu dalam rangka
pel aksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial
dalam rangkakepentingan orang-orang yang sedang
berhubungan dengan organisasi kerja”.

Lebih lanjut menurut Monier (2010:68)
mengemukakan beberapafungsi saranapelayanan
antaralain ; 1) Mempercepat proses pelaksanaan
pekerjaan, sehingga dapat menghemat waktu. 2)
M eningkatkan produktifitas, baik barang dan jasa.
3) Kualitas produk yang lebih dan terjamin. 4)
K etetapan susunan dan stabilitas ukuran terjamin.5)
Lebih mudah/sederhana dalam gerak para
pel akunya. 6) M enimbulkan rasakenyamanan bagi
orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat
mengurangi sifat emosional mereka.

METODE PENELITIAN

Pelayanan Administrasi di Kantor
Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kabupaten Sintang,
dengan jenis penelitian ini berbentuk penelitian
deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2014:4)
“mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-katatertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang diamati dari
fenomena yang terjadi”.

Lebih lanjut menurut Moleong (2014:6)
mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif adalah
Dalam penelitian diskriptif ini, sifatnyamenggali,
menyusuri, menentukan fakta-fakta, masalah atau
kendala yang mungkin dihadapi sekaligus
memberikan penjelasan.

Metode kualitatif adalah suatu konsep
kesel uruhan untuk mengungkapkan rahasi a sesuatu
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yang dilakukan dengan menghimpun data dalam
keadaan sewajarnya, dengan menggunakan cara
kerja yang sistematik, terarah dan dapat
dipertanggung jawabkan untuk memecahkan suatu
masalah dengan cara memaparkan, menafsirkan,
dan menganalisa, serta menginterpretasikan data
yang ada. Sedangkan datayang dikumpulkan dalam
penelitianini berupadatakata-kata dan gambaran.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu
wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Standar Pelayanan

Pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu
aspek paling penting di dalam pel aksanaan fungsi
pemerintahan. Pemerintah berusaha memberikan
pelayanan yang terbaik sebagai implikas dari fungs
aparatur negaradimana pemerintah adal ah pelayan
masyarakat terutama yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan
dengan membentuk sistem administrasi
pemerintahan yang dimulai dari pemerintahan
tertinggi (tingkat pusat) sampai kepemerintahan
terendah (desal kelurahan) agar dapat memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan pel aksanaan reformas
birokrasi, setiap penyelenggara pelayanan publik
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wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan juga sebagai acuan dalam
penilaian operasional kinerja dan kualitas
penyel enggaraan pelayanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan, kedudukan Kelurahan bukan lagi
merupakan satuan kerja perangkat daerah, namun
sebagai perangkat Kecamatan. Lurah selaku
perangkat K ecamatan mel aksanakan kewenangan
pemerintahan dari dua sumber yakni, bidang
kewenangan dalam lingkup urusan pemerintahan
umum dan tugas umum pemerintahan.

~ Pelayanan administras publik maupun
administrasi Pemerintah Kelurahan sebagai
perangkat daerah pemerintahan Kabupaten
dalam wilayah kerja kecamatan tentunya
mengikuti acuan pedoman teknis yang
ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati.
Berikut penulis tampilkan data dalam bentuk
tabel mengenai jenis administrasi Pemerintah
Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, yaitu sebagai
berikut:

Tabel 1. Jenisdan Bentuk Administrasi Pemerintahan K elurahan KapuasKiri Hilir

No Jenis Administras

Bentuk Administras

1 | Administrass Umum

a) Buku Data K eputusan Lurah;

b) Buku Data Inventaris Kelurahan;

¢) Buku Data Aparat Kelurahan,

d) Buku Data Tanah di Kelurahan;

€) Buku Data Agenda Masuk dan Keluar;
f) Buku Ekspedisi.

2 | Administras Penduduk

a) Buku Data Induk Penduduk Kelurahan;

b) Buku Data Mutasi Penduduk Kelurahan;

¢) Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan;
d) Buku Data Penduduk Sementara.

3 | Administrasi Keuangan

a) Buku Kas Umum;

b) Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
¢) Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pegeluaran;

d) Buku Kas Harian Pembantu;

€) Buku lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4 | Administrasi
Pembangunan

a) Buku Rencana Pembangunan;

b) Buku K egiatan Pembangunan;

) Buku Inventaris Proyek;

d) Buku Kader-kader Pembangunan.

5 | Administrasi Lainnya

a) Buku Data Pengurus dan Anggota Lembaga
K emasyarakatan;

b) Buku Register;

¢) Buku Monografi Kelurahan.

Sumber : Kantor K elurahan Kapuas Kiri Hilir, 2020
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Penetapan standar kerja dalampelayanan  Aparatur dalam pelayanan. Berikut penulis

yaitu mengatur tentang pembagian dan tatakerja  tampilkan data dalam bentuk tabel mengenai

Aparl?tur Pgrnel(rin;t(ah If(el;llrahan yang ?eii“ﬂ]{_“a” pelayanan administrasi pada bidang tugas
untuk meningkatkan kualitas serta efektifitas o ipan i sehagai berikut:

pel aksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan

Tabel 2. Jenis dan Persyaratan pelayanan Administrasi Pada Bidang Tugas Pemerintahan Kelurahan
KapuasKiri Hilir Tahun 2020

No | Bidang Tugas Jenis Pelayanan Persyaratan
1 | Pemerintahan Surat Keterangan a) Surat Pengantar RT/RW
Perpanjangan KTP b)KTP (Adli)
¢)FCKK
d) Pas Foto 3 x 4 (3 lembar)
€) FC Lunas PBB
2 | Pemerintahan Surat Keterangan Pembuatan | a) Surat Pengantar RT/RW
KTP Pemula b)FC KK
¢) PasFoto 3 x 4 (3 lembar)
d)FC Lunas PBB
3 | Pemerintahan Surat Keterangan Pindah a) Surat Pengantar RT/RW
Penduduk b)KTP (Adli)
C)KK (Adli)
4 | Pemerintahan Surat Keterangan Masuk a) Surat Pengantar RT/RW
Penduduk b) Surat Keterangan Pindah dari
daerah Asdl
5 | Pemerintahan Pengguan Akte Kelahiran | a) Surat Pengantar RT/RW
b)FCKTP + KK
¢) FC Surat Nikah
d)FC Surat Ket. Lahir dari
Bidan/Rmh Sakit
€) FC Lunas PBB
6 | Pemerintahan Surat Keterangan Kematian | a) Surat Pengantar RT/RW
b) FC KTP yang meninggal
¢) Surat Ket. Kematian dari RS
7 | Pemerintahan Legalisas Perubahan Data | &) Surat Pengantar RT/RW
KK b)KK ASLI
8 | Pemerintahan Surat Keterangan Riwayat | @) Surat Pengantar RT/RW
Tanah b)FC KTP Pemohon
¢) FC Akta Jud Beli
d)FC Bukti Lunas PBB

Sumber : Kantor Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, 2020
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Penetapan standar pel ayanan sebagai pedoman
teknis dalam pelaksanaan administrasi
kelurahan untuk melaksanakan program atau
kegiatan yang diharapkan dapat terwujudnya
komitmen atas kinerja terukur berdasarkan
tugas, fungsi, dan wewenang sertasumber daya
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yang tersedia. Lebih lanjut berdasarkan dari
keterangan Sekretaris Kelurahan Kapuas Kiri
Hilir, penulis tampilkan data dalam bentuk
gambar mengenai mekanisme alur pelayanan
pada K antor Kelurahan KapuasKiri Hilir, yaitu
sebagai berikut :

Di Periksa, Registrasi
Administrasi, Arsip di
ajukan untuk
ditandatangani dan di cap

Berdasarkan data gambar tersebut
menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan
pelayanan public di Kantor Kelurahan KapuasKiri
Hilir menggunakan mekanisme dengan pelayanan
satu pintu, dimanapemohon atau masyarakat yang
ingin mengurus administras kependudukannya,
dengan datang langsung padal oket pel ayanan yang
sudah disiapkan untukmel akukan pembuatan atau
permohonan administrasi yang diperlukan,
kemudian petugas pelayanan akan melakukan
pemeriksaan registrasi administrasi arsip, yang
digukan untuk ditanda tangani, setelah selesai
ditandatangani kemudiandicap sebagai tanda
legalitas dokumen, kemudian berkas diserahkan
ke pemaohon.

Kompetens Petugas Pelayanan

Efektifitas penyelenggaraan pelayanan
publik, sangat tergantung dari kinerjaaparatur atau
pegawai pemerintah termasuk dalam hal ini
pegawai yang ditempat-tugaskan pada Kantor
Kelurahan Kapuas Kiri Hilir. Berdasarkan
kedudukan dan tugas Kelurahan yaitu sebagai
perangkat K ecamatan yang mempunyai tugas dan
fungsi melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan diwilayah Kelurahan yang dipimpin
seorang L urah, tentunyadalam mel aksanakan tugas

Pemohon Melakukan
Pembuatan Atau

Mengajukan Berkas
Administrasi

penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang
diberikan oleh Camat, L urah dibantu ol eh perangkat
Kelurahan, oleh karena itu maka menjadi sangat
penting untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki
pegawai yang mencakup penguasaan pengetahuan,
keterampilan, dan wawasan yang diperoleh melalui
pendidikan, latihan, belgjar dan pengalaman yang
dibutuhkan demi tercapainya pelaksanaan
pelayanan yang efektif kepada masyarakat.
Dalam upaya agar dapat
menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif,
selain pentingnya peran dari perangkat petugas
pelayanan dan tentunya juga harus ada dukungan
dalam pengel ol aan tatakerjayang baik dari seluruh
unit pekerjaan pada masing-masi ng bidang tugas.
Hanya sagj akebijakan dalam penempatan pegawai
tersebut merupakan wawenang dari Camat.

Kompetensi pegawai yang ada dirasa
sudah cukup memadai, hal tersebut dapat dilihat
dari tingkat pendidikan dan pengalaman aparatur
yang ditempatkan pada tiap bidang tugasnya
measing-masing. L ebih lanjut agar dapat melihat dan
mudah memahaminyapenulistampilkan datadaftar
namapegawai berdasarkan, pangkat dan golongan
ruang, jabatan dan tingkat pendidikan dalam bentuk
tabel, berikut di bawah ini:
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Tabd 3. Daftar NamaA paratur Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang, Jabatan Dan Pendidikan Kelurahan

KapuasKiri Hilir Tahun2019

No Nama Gol Jabatan Pendidikan
1 | M. Agus S.Sos Penata TK-1 11 \rah s1
(111/d)
2 | syamsul Bati Z?F/act:? Sekretaris SMA
. PenataMuda | Kasi Pemberdayaan dan
3 | Supriyono Tk (Il/c) | Kesgjahteraan Masyarakat SMA
. PenataMuda | Kasi Ekonomi dan
4 | Novianto,S.Sos Tk.1 (111/b) Pembangunan S1
Kasi Pemerintahan,
5 | Maskur Abdul Manan PenataMuda K etertiban, dan Pelayanan SMA
Tk.I(I11/b)
Umum
Staf Pemerintahan,
6 | Asriyansyah Peng?lt:J/rb;\/l uda Ketertiban, dan Pelayanan SMA
Umum
Mauludin Penata Muda .
| Hidayatullah,S.Sos (i | Stef Fungsional Umum SMK

Sumber: Kantor Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, 2020

Pada masa saat ini aparatur pemerintah
wajib memiliki kompetensi pada bidang IT yang
merupakan kebutuhan dengan kebijakan pemerintah
pusat dalam penyel enggaraan pelayanan berbasis
el ektronik yaitu proses pelayanan yang dilakukan
dengan menggunakan teknol ogi informasi. Sebab
itu sebelum ditetapkannya kebijakan tersebut maka
perlu adanya persiapan yaitu mengenai beberapa
pelatihan yang diikuti meliputi :Pelatihan komputer,
Pelatihan dalam pembuatan arsip, Penyuluhan
tenaga kerja pegawai Kelurahan, dan Pembinaan
pelayanan kemasyarakatan.

Terdapat tiga tingkat kompetensi yang
harusdimiliki oleh aparatur pemerintah gunadalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam
penyel enggaraan pemerintah, yaitu: 1) Kemampuan
dasar, yaitu meliputi pengetahuan tentang regulasi
tentang dasar-dasar pemerintahan, dan pengetahuan
tentang tugas pokok dan fungsi. 2) Kemampuan
manajemen, yaitu meliputi manajamen SDM,
mangjemen pelayanan publik, manajamen asset,
dan managemen keuangan. 3) Kemampuan teknis,
yaitu meliputi penyusunan administrasi
pemerintahan, penyusunan perencanaan
pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan
peraturan, dan pelayanan publik.

Jikaaparatur memiliki ketigakompetensi
tersebut, maka dalam pelaksanaan tugas pada
bidang jabatannya dapat berjalan dengan baik,
hanya saja dalam peningkatan kompetens tersebut
dalam pel atihan-pel atihan pengembangannyayang

diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun
daerah, jarang sekali aparatur yang bertugas di
Kelurahan untuk mendapatkan kesempatan ditunjuk
mengikuti kegiatan tersebut, padahal sebagai ujung
tombak pel aksanaan kehijakan pemerintah maksud
dari penyelenggaraan pelayanan di Kelurahan dan
Kecamatan berbasis elektronik adalah untuk
mewujudkan layanan publik kepada masyarakat
yang efektif, efisien, dan akuntabel serta
menjadikan Kelurahan dan Kecamatan sebagai
pusat dan simpul seluruh jenis pelayanan
administratif kepada masyarakat.

Sarana dan Prasar ana Pelayanan

Sarana dan prasarana adalah merupakan
seperangkat alat yang digunakan dalam suatu
proses kegiatan baik alat tersebut adalah
merupakan peral atan pembantu maupun peral atan
utama, yang keduanyaberfungs untuk melancarkan
dan memudahkan pel aksanaan fungsi kebijakan dan
program-program yang dijalankan oleh aparatur
pel aksana.

Salah satu hal yang dapat menciptakan
pelayanan yang efektif adalah mengenal saranadan
prasarana yang ada disebuah organisasi,
menyangkut pada pemberian pelayanan kepada
masyarakat. Karena sebagai penyedia pelayanan,
harus selalu memperhatikan saranadan prasarana
untuk suatu kegiatan pel ayanan kepada masyarakat
pengguna jasa. Karena ketersediaan sarana dan
prasaranayang baik, akan mempengaruhi persepsi
masyarakat terhadap kualitas pelayanan.
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Tabel 4. Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kantor Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Tahun 2020

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan
1 Meja 8 Baik
2 Kursi 16 Baik
3 Lemari Arsip 3 Baik
4 Laptop 2 Baik
5 Printer 2 Bak
6 Tv 1 Baik
7 Kipas Angin 1 Bak
8 Kendaraan Dinas (Motor) 2 Baik
9 Papan Informasi 1 Bak

10 Kotak Pengaduan 1 Baik

Sumber : Kantor Kelurahan KapuasKiri Hilir, 2020

Keadaan sarana pelayanan Kantor
Kelurahan Kapuas Kiri Hilir masih kurang
memadai, yang seharusnya disediakan fasilitas
meja khusus untuk pemohon sehingga dapat
dimudahkan menulis dan menyusun berkas
kelengkapan administrasi. Selanjutnya dimana
masih kurangnya jumlah kursi tunggu, yang
mengakibatkan jika terjadi banyak antrian maka
masyarakat harus menunggu diluar Kantor.

Fasilitas sarana dan prasarana yang
tersedia di Kantor Kelurahan Kapuas Kiri Hilir
memang masih belum sepenuhnya memadai
terutamafasilitas yang tersediapada ruang tunggu,
measi h minim dan dengan ukuran ruangan yang masih
sangat terbatas dimana sudah berusahadianggarkan
untuk masuk pada kegiatan pengadaan barang
namun sampal saat ini belum terealisasi karena
anggaran yang terbatas sehingga digunakan untuk
kegiatan yang memang sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hasil observasi dari pendlitian
yang penulis lakukan tersebut, masih diperlukan
adanya penambahan atau pengadaan mgjadankurg,
penataan ruang tunggu yang lebih baik, menjaga
kebersihan kantor, penyediaan tempat sampah,
memberikan tanda tanda larangan untuk tidak
merokok didalam ruangan, terlebih khusus kepada
para aparatur untuk dapat menata kerapian
penyimpanan berkas administrasi serta untuk
menambah papan informasi prosedur persyaratan
kelengkapan administrasi yang dapat membantu
masyarakat dalam pengurusan administrasi yang
diperlukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Standar Pelayanan Pemerintah Kelurahan
Kapuas Kiri Hilir sudah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
K ecamatan, dimanaK elurahan yang berkedudukan
sebagal perangkat K ecamatan tentunya mengikuti
acuan pedoman teknis yang ditetapkan oleh
Kecamatan.K ompetensi Petugas Pelayanan belum
optimal terutama dalam penguasaan IT, yang
merupakan menjadi faktor berpengaruh dalam
pelaksanaan tugas pelayanan administrasi
Pemerintah Kelurahan KapuasKiri Hilir.Saranadan
PrasaranaPelayanan Kantor Kelurahan KapuasKiri
Hilir perlu adanya penambahan fasilitas penunjang
dalam penyel enggaraan pelayanan publik.

Saran yang diharapkan dapat menjadi
informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, yaitu mengenal standar pelayanan
Pemerintah K elurahan KapuasKiri Hilir diharapkan
untuk lebih meningkatkan sosialisasi mengenai
kebijakan-kebijakan terbaru, supaya dapat
diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Diharapkan kompetensi petugas pelayanan yaitu
Aparatur Pemerintah K elurahan KapuasKiri Hilir
perlu adanyapel atihan terutamadal am peningkatan
kemampuan IT. Diharapkan fasilitas sarana dan
prasarana pelayanan yang belum lengkap dapat
ditingkatkan agar masyarakat |ebih merasanyaman
ketika sedang mel akukan kepengurusannya.
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